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KATA PENGANTAR

Sebagian lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) atau
Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) pasti berkeinginan untuk
memperoleh Pendidikan Kedinasan, yaitu belajar di sekolah-sekolah
yang diselenggarakan oleh departemen-departemen di luar Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan maksud untuk memenuhi ke-
butuhan tenaga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen yang
bersangkutan.

Akan tetapi informasi tentang Pendidikan Kedinasan yang tersedia
belum sepenuhnya diketahui oleh para lulusan, baik lulusan SMTP
maupun SMTA. Informasi demikian sangat diperlukan dalam usaha
membantu para anggota masyarakat yang berminat dapat memperluas
pengetahuan dan pandangan berkenaan dengan Pendidikan Kedinasan
di negeri kita. Dengan semakin luasnya pandangan ini, para siswa
dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi’tuntutan
yang disyaratkan oleh berbagai Pendidikan Kedinasan.

Buku ini berusaha memberikan gambaran mengenai Pendidikan Ke-
dinasan di Indonesia yang dibina oleh departemen-departemen di luar
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang program dan
penyelenggaraan pendidikannya.

Dengan membaca buku ini, masyarakat diharapkan makin menge-
tahui berbagai jenis Pendidikan Kedinasan dan tujuan dan tuntutan
masing-masing perguruan yang bersangkutan. Hal ini perlu dikemuka-
kan mengingat bahwa tidak jarang seseorang masuk sekolah/perguru-
an tinggi karena sekedar memenuhi desakan keluarga atau lingkungan
sehingga akhirnya tidak menemukan apa yang diharapkan.

Saya menyatakan terima kasih banyak pada Saudara Dr. Boediono,
Kepala Pusat Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan Pen-
didikan dan Kebudayaan, beserta stafnya yang telah berhasil mengum-
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pulkan keterangan-keterangan yang tersebar untuk disajikan kepada
para peminat dalam bentuk Buku Panduvan ini dan menyusun kete-
rangan-keterangan ini sedemikian rupa schingga mudah dimanfaatkan.

Mudah-mudahan buku ini menjadi pedoman yang bermanfaat untuk
menentukan pilihan.

Jakarta, 17 Oktober 1986
Kepala,

Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan

@O/m (3. Miﬂ. .

Harsja W. Bachtiar



KATA SAMBUTAN

Sistem pendidikan di Indonesia, baik di dalam maupun di luar sistem
persekolahan, telah berkembang dengan pesat sebagai pertumbuhan
program-program pembangunan pendidikan sejak Repelita I.

Pada dekade delapan puluhan ini, sistem pendidikan nasional telah
menjadi tumpuan harapan masyarakat dan pemerintah di dalam me-
ningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, sistem
pendidikan nasional dikembangkan sesuai dengan harapan dalam me-
nanggapi masalah-masalah pemerataan, peningkatan mutu, efisiensi,
dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan bangsa dan masyarakat
yang sedang membangun.

Sebagai akibat proses pembangunan, pemerataan kesempatan mem-
peroleh pendidikan dasar sebagian besar telah dapat dicapai. Semen-
tara itu, motivasi lulusan Sekolah Dasar akan pendidikan lanjdtan terus
meningkat sehingga jumlah permintaan akan pendidikan semakin
tinggi dan bahkan lebih tinggi dari sarana dan prasarana pendidikan
yang tersedia.

Masalah daya tampung pendidikan lanjutan diperkirakan akan terus
berkembang sejalan dengan jurnlah permintaan yang semakin mening-
kat. Dengan demikian, usaha peningkatan mutu dan kesesuaian pen-
didikan akan semakin kompleks.

Berbagai reaksi telah muncul sehubungan dengan mutu dan kesesuai-
an pendidikan yang nampaknya belum memadai.

Masalah tersebut di atas menuntut kita untuk dapat menemukan
suatu pola pengembangan yang memiliki sistem pendekatan lebih baik.
Pola-pola pengembangan sekarang lebih diarahkan kepada pendekatan
secara kelembagaan. Padahal sistem pendidikan juga mengandung
unsur-unsur kemanusiaan yang tidak boleh dikesampingkan. Banyak
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contoh kegagalan pendidikan yang tidak diakibatkan oleh faktor
kelembagaan tetapi disebabkan oleh faktor manusianya.

Salah satu faktor manusia yang berpengaruh terhadap kegagalan
pendidikan ialah *’salah pilih’>’ suatu lembaga pendidikan. Oleh sebab
itu, bimbingan terhadap calon siswa sangat diperlukan agar proses
pemilihan sekolah, atau lebih khusus lagi dalam memilih bidang keahli-
an, pemuda atau pemudi yang bersangkutan tidak hanya sekedar ikut-
ikutan tetapi benar-benar mendasarkan pilihannya atas kemampuan
diri. Bidang keahlian yang dipilih diharapkan benar-benar sesuai
dengan minat, bakat, kemampuan diri pada umumnya, dan kemampu-
an ekonomi calon siswa tersebut.

Namun harus diakui bahwa untuk menyesuaikan kemampuan yang
dimiliki oleh calon siswa dengan jenis bidang keahlian (jurusan atau
program studi) diperlukan informasi yang lengkap tentang kemampuan
dan jenis-jenis jurusan yang ada di sekolah.

Buku panduan belajar ini diharapkan dapat menjadi sumber infor-
masi yang berguna bagi calon-calon siswa dan masyarakat umum lain-
nya agar dapat menentukan pilihan sekolah yang sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuan.

Akhirnya dengan ’Buku Panduan Belajar ke Pendidikan Kedinas-
an’’ ini diharapkan para calon siswa menemukan apa yang sesungguh-
nya diharapkan. Dengan demikian, situasi belajar di Pendidikan
Kedinasan akan merupakan suatu proses yang menantang tapi dapat
dihadapi dengan perhitungan.

Buku panduan ini terbuka untuk pemutakhiran sesuai dengan per-
tumbuhan Lembaga Pendidikan Kedinasan. Maka kepada semua fihak
yang berkepentingan diharapkan memberi masukan yang dianggap
perlu untuk melengkapi buku ini.

Mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat bagi para calon
siswa atau peminatnya.

Jakarta, 17 Oktober 1986
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

/ %ﬂaa«

Fuad Hassan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan tenaga kerja di berbagai instansi Pemerintah
sangat berpariasi, baik ditinjau dari segi jumlah maupun jenisnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan
masing-masing instansi cukup sulit karena tiap instansi membutuh-
kan tenaga kerja dengan keahlian/keterampilan khusus. Di lain
pihak, keahlian/keterampilan yang dihasilkan oleh Depdikbud
sudah terikat pada kurikulum yang berlaku yang kadang-kadang
tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pemakai. Untuk
mengatasi hal itu,banyak departemen yang menyelenggarakan pen-
didikan kedinasan. Selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
di instansinya ada pula departemen yang menyelenggarakan pendi-
dikan kedinasan untuk instansi lain/swasta.

B. Tujuan

Pendidikan kedinasan secara umum bertujuan mendidik tenaga
kerja, baik pegawai negeri maupun masyarakat (umum) guna men-
dapatkan tenaga yang ahli, terdidik, terlatih dan terampil dalam
satu atau lebih bidang ilmu tertentu, yang memiliki integritas inte-
lektual dan berjiwa Pancasila. Dengan demikian, kebutuhan akan
tenaga kerja terutama tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau
keterampilan khusus yang sesuai dengan instansi penyelenggara
dapat terpenuhi. Bahkan ada departemen yang menyelenggarakan
pendidikan kedinasan bukan semata-mata untuk keperluan instan-
sinya, tetapi juga untuk instansi swasta atau memberi bekal untuk
berwiraswasta bagi peserta didik.
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Penyelenggara

Pendidikan kedinasan tidak diselenggarakan oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Pada umumnya diselenggarakan oleh
pemerintah melalui departemen-departemen atau lembaga-lembaga
pemerintah. Ada pula beberapa pendidikan keterampilan/latihan
yang diselenggarakan oleh swasta yang dikoordinasi/dikelola oleh
departemen atau lembaga pemerintah tertentu.
Pendidikan kedinasan pada saat ini paling sedikit telah diseleng-
garakan oleh 14 departemen dan lembaga pemerintah, yaitu:
1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Perhubungan;
3. Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
4. Departemen Pertambangan dan Energi;
5. Departemen Perindustrian;
6. Departemen Keuangan;
7. Departemen Pertahanan dan Keamanan;
8. Departemen Sosial;
9. Sekretariat Negara;

10. Departemen Kesehatan;

11. Departemen Kehakiman;

12. Departemen Pertanian;

13. Departemen Perdagangan;

14. Departemen Agama.



II. PROGRAM BELAJAR

Pendidikan kedinasan meliputi berbagai program mulai dari kursus-
kursus, program setaraf SMTP, program setaraf SMTA, program
setaraf Perguruan Tinggi yang terdiri dari program D-I, D-II, D-III,
dan D-IV maupun S1, S2 dan S3.

Berikut ini merupakan perincian program pendidikan, dari 12
Departemen dan lembaga pemerintah.

1. Departemen Dalam Negeri
a. Jenis Sekolah

1) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ada sebanyak
20 buah;

2) Akademi Agraria ada sebanyak 2 buah;

3) Institut Ilmu Pemerintah ada sebanyak 1 buah.

b. Penjelasan Singkat Pendidikan Kedinasan

1) Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dan Akademi
Agraria.
Mahasiswa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu mahasiswa
tugas belajar dan mahasiswa ikatan dinas. Mahasiswa tugas
belajar adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pejabat
yang berwenang untuk mengikuti pendidikan pada APDN
atau Akademi Agraria-dengan status tugas belajar atas biaya
APBN atau APDN dan diizinkan meninggalkan tugas dinas
sehari-hari selama mengikuti pendidikan. Mahasiswa ikatan
dinas yang belum berstatus pegawai negeri yang dipandang
cakap dan memenubhi syarat dapat mengikuti pendidikan pada
APDN dan Akademi Agraria. Biaya ditanggung oleh APBN
atau APBD. Setelah selesai pendidikan lulusan akan dianggap
menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen
Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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a) Jurusan
Akademi Agraria mempunyai empat jurusan, yaitu:

)
()]
3

Pengurusan Hak Tanah;
Landreform;
Pendaftaran Tanah;

(4) Tata Guna Tanah.

b) Persyaratan Masuk
Persyaratan masuk APDN dan Akademi Agraria adalah
sebagai berikut.

MAHASISWA IKATAN DINAS

0]
()]

3
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6
9
®
®

(10)

Warga Negara Indonesia.

Berijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) yang
dibuktikan dengan STTB. Salinannya disahkan oleh
Kanwil Depdikbud Propinsi.

Berijazah SMA jurusan IPA untuk IPA untuk calon
mahasiswa jurusan Pendaftaran Tanah dan Tata Guna
Tanah.

Nilai rata-rata STTB minimal 6,5.

Berusia setinggi-tingginya 21 tahun, terhitung sampai
dengan tanggal permulaan pendaftaran, yang dikuat-
kan akte kelahiran atau surat kenal lahir.

Berbadan sehat, tidak cacat jasmani dan rohani, tidak
buta warna dan tinggi badan minimal 158 cm untuk
pria dan 153 cm untuk wanita, yang dinyatakan oleh
dokter Pemerintah.

Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat kete-
rangan kepolisian setempat.

Belum kawin yang dinyatakan dengan surat keterangan
lurah/kepala desa setempat.

Sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan

_yang dinyatakan secara tertulis.

Izin orang tua untuk mengikuti pendidikan yang di-
nyatakan secara tertulis.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia yang dinyatakan secara tertulis.

MAHASISWA TUGAS BELAJAR

0]

Sama dengan butir a, b, dan ¢ mahasiswa ikatan dinas.



(2) Berusia setinggi-tingginya 25 tahun terhitung sampai
dengan tanggal permulaan pendaftaran.

(3) Berstatus pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya dua
tahun,' terhitung mulai diangkat menjadi pegawai
negeri sipil.

(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk dua
tahun terakhir bernilai baik untuk setiap unsurnya.

(5) Bagi pegawai yang belum kawin diberi syarat sanggup
tidak kawin selama mengikuti pendidikan yang dinya-
takan secara tertulis.

(6) Bagi pegawai wanita yang sudah kawin diberi syarat
sanggup tidak hamil selama mengikuti pendidikan yang
dinyatakan secara tertulis.

(7) Diusulkan oleh gubernur kepala daerah tingkat I.

¢) Biaya
Biaya pendidikan bagi mahasiswa APDN, sambil menung-
gu penetapan Mendagri, pemerintah daerah yang menge-
lola APDN dapat menetapkan besarnya biaya tersebut.
Biaya hidup ditetapkan oleh Gubernur KDH Tingkat I
masing-masing.

d) Biaya pendidikan bagi mahasiswa Akademi Agraria
sebesar Rp500.000,00 per tahun/orang, sedangkan biaya
hidup ditetapkan oleh Gubernur KDH Tingkat I yang ber-
sangkutan.

2) Institut Ilmu Pemerintah (IIP)

a) Mahasiswa IIP adalah mahasiswa tugas belajar. Jadi insti-
tut itu tidak menerima dari umum.

b) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di IIP baru sah bila
ditetapkan dengan Surat Keputusan Depdagri.

c) Mereka yang dapat mengikuti pendidikan di IIP akan
ditetapkan melalui seleksi yang berdasarkan daftar ke-
mampuan akademis selama mengikuti pendidikan akademi
yang selanjutnya disebut sistem urutan (ranking). Mereka
yang berada pada urutan tertinggi akan diberikan prioritas
pertama.
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